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INTISARI

Desa perdikan pada masa penjajahan Belanda diakui keberadaannya Hal ini
terbukti dengan adanya istilah perdikan dari tata hukum belanda yaitu apa yang disebut
dengan VRIJE DESA ( Gomememeni Besluit no. 25 tgl 20-12-1912 Bi/Iblad no. 7877).
Keberadaan Desa Perdikan diakui juga oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk
pengakuan terhadap keputusan raja-raja yang berkuasa masa itu. Perdikan berasal dari kata
MERDIKA, yang artinya bebas dalam hal ini bebas melaksanakan ketentuan sebagai
akibat dari penguasaan tanah. Pada masa kemerdekaan institusi Desa Perdikan tidak sesuai
lagi dengan semangat kemerdekaan dan semangat membangun masyarakat yang kuat
dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Institusi Desa Perdikan di
hapus dengan UU No. 13 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
DaerahNo. 11Tahun 1962, sehinggamenjadiDesaBiasa

Terhadap tanah-tanah bekas DesaPerdikan diadakan redistribusi tanah kepada
yang berhak, yaitu masyarakat yang telah mengusahakan tanah tersebut lebih dari 50 tahun
dan tidak mempunyai tanah garapan sebelumnya Pelaksanaan redistribusi ini sesuai
dengan UU No. 56 PRP Tahun 1960 dan PP. 224 Tahun 1961. Redistribusi tidak berakhir
pada tahap pembagiannya tetapi sampai pada pemberian tanda bukti hak atau sertipikat
Dalam kenyataannyapemberian tanda bukti tersebut sampai sekarang belum tuntas. Hal ini
terbukti dengan masih belum dibayarkannya uang pemasukan dan biaya administrasi
sebagai syarat penerbitan sertipikat oleh penerima Pembagian kepada petani ini untuk
meningkatkan kesejahteraan petani penggarap, namun dari hasil yang tidak memuaskan
serta tuntutan kebutuhan lain maka banyak tanah yang dirubah penggunaannya Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pelaksanaan
pendaftaran tanah dari redistribusi tersebut dan faktor-faktor internal dan eksternal yang
menghambatnya serta penggunaan tanahnya sehingga berguna untuk meningkatkan mutu
peiayanan dan birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisisnya
dengan menggunakan tabulasi. Tabel dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk
diketahui maksudnya mudah untuk analisisnya Data yang diperlukan adalah data primer
dan data sekunder. Data primerberupa data penggunaan tanah yang disurvey langsung di
lapangan dan data sekunder berupa hal-hal yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan
redistribusi. Sampel yang digunakan adalah purposive dengan pertimbangan penerima
tanahdan belum membayar uangpemasukan dan biaya administrasi sejumlah 197 orang.

Dari penelitian dapat diketahui bahwa jumlah bidang tanah yang telah
diredistribusikan adalah 1177 bidang dengan luas 209,7464 Ha dari 301,260 Ha atau 69 %.
Dari jumlah tersebut yang sudah keluar sertipikatnya sejumlah 895 buah dan yang belum
keluar sejumlah 282 buah atau 76 %. Dari jumlah 282 buah sertipikat yang belum keluar,
sejumlah 85 buah telah dibayarkan Uang Pemasukan danBiayaAdministrasi tetapi belum
keluar sertipikatnya Hal ini berarti bahwa masih mengendap di Kantor Pertanahan
Kabuoaten Maeetan. Densan demikian bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah bekas Desa
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang mempunyai hubungan erat dengan manusia

Sebagai sumber daya, tanah merupakan sumber daya yang istimewa dibandingkan dengan

sumber daya yang lain. Keistimewaan ini bisa dipandang sebagai:

1. Hasil, dimana tanah merupakan penghasil dari segala barang tambang.
2. Penghasil, dimana tanah tempat tumbuh tanaman yang menghasilkan kebutuhan

manusia
3. Tempat, dimana tanah merupakan tempat hidup bagi sebagian makhluk hidup.

(IMade Sandy, 1996:1).

Pada kedudukannya yang sangat penting ini, dapat dikatakan bahwa tanah

merupakan penentu pemenuhan hajat hidup dan kesejahteraan manusia Maka dari itu

penguasaan dan pemanfaatamrya diarahkan pada tujuan hidup berbangsa dan bernegara

Dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam

Garis-Garis Besar HaluanNegara tahun 1998 yang mengamanalkan:

'Tenguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemnfaatannya untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penguasaan tanah oleh negara,
sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas
dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan
berdasarkan rencana tataruangwilayah "

Catatan sejarah hukum tanah Indonesia telah membuktikan, bahwa pada zaman

dahulu hukum tanah yang berlaku berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah

jajahan dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, sehingga bertentangan dengan



istimewa dari pemilik tanah yang diberikan pemerintah jajahan, sehingga timbul

ketimpangan dalam masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik

dan keamanan.

"Salah satu masalah yang utama yang dijumpai dalam penguasaan tanah masa lampau
adalah menyangkut timpangnya stiuktur pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya sektor
pertanian rakyat. Ketimpangan ini akan berdampak terhadap sektor-sektor lain dan
memunculkan masalah-masalah soisal, ekonomi, politik dan keamanan"
(Prof LutflINasoetion, 2000 : 3 ).

Rumusan-rumusan yangada dalam tata hukum tanah menurut hukum penjajahan

seperti rumusan Domein Verklaring yang dibuat untuk memperkuat dan penertiban atas

tanah-tanah asli Indonesia (tanah adat), kenyataannya hanya membuat kekacauan, seperti

dalampemyataanVan Vollenhoven sebagai berikut:

"Setidak-tidaknya ada satu kesimpulan yang tidak dapat dibantah; rumusan-rumusan
seperti domein verklaringyang katanya mempertegas dan memperkuat hak-hak adat atas
tanah usaha, hanya menimbulkan kekacauan belaka; pemyataan domein yang menganggap
dirinya akan menciptakan ketertiban dan kepastian, setidak-tidaknya sepanjang mengenai
tanah- tanah usaha, merupakan induk dari sumber keraguan dan ketidakpastian paling hebat
yangdikenal dalamperundang-undangan Hindia Belanda" (BudiHarsono, 1997 :49)

Pemyataan Domien Verklaring yang termuat dalam Agrarisch Besluit S. 1870-

118 hanyamembuat kesengsaraan rakyatdanmemperkosa hak rakyat Indonesia Selain itu

ada hak-hak barat yang merupakan ciptaan dari pemerintah jajahan yang memperkuat

kedudukan penjajahan dalam sektor pertanahan yaitu seperti hak Eigendom, hak Erfpach

dan hak Opstal.

Selain hak atas tanah menurut hukum tanah jajahan, terdapat pula hak-hak

istimewa dalampenguasaan tanah yang timbul akibat pengakuan eksistensi raja-raja atau

sultan yang berkuasa sebelum dan selama masa penjajahan. Penguasaan tanah model



ketidakadilan. Hak-hak ini merupakan hak ciptaan pemerintahan kerajaan yang ada selama

atau masa penjajahan dahulu seperti ground sultan.

Berkaitan pada masalah di atas dan sejalan dengan perjalanan kemerdekaan

Bangsa Indonesia yang menunhit keadilan, maka dirasakan cukup untuk mengadakan

perombakan terhadap struktur penguasaan tanah secara revolusioner terhadap tanah- tanah

tertentu. Maka pemerintah membuat program pembagian penguasaan tanah yang disebut

redistribusi tanah yang tidak lepas dari kegiatan landreform yaitu perombakan dalam

struktur penguasaan tanah. Program ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengadakan pembagian tanah yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani
yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan
merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisasi
keadilan sosial. m

2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi tanah sebagai obyek
spekulasi danobyekpemerasan.

3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara
Indonesia

4. Untuk mengakhiri sistem man tanah dan menghapuskan pemilikan tanah dan
penguasaan tanah secarabesar-besaran dengan tidak terbatas.

5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorog terselenggaranya pertanian yang
intensifsecaragotong-royong. (Budi Harsono,1996 :13 )

Sasaran dari program ini adalah tanah-tanah yang terkena Peraturan Pemerintah

No. 224 tahun 1961 pasal 1, yaitu:

1. Tanah- tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksud delam UU No.

56 PRP 1960 dan tanah- tanah yang jatuh pada negara karena pemiliknya melanggar

ketentuan undang-undang tersebut

2. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar

daerah sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat5.



3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada nagara

sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat hurufa UUPA

4. Tanah-tanah yang dikuasai langsung olehnegarayang akan ditegaskan lebih lanjut oleh

Menteri Agraria (BPN ).

Selain terhadap tanah-tanah tersebut diatas untuk dilaksanakan redistribusi,

jugadiberlakukan juga tanah-tanah yang terkait dengan keputusan raja atau sultan yang

memberikan penguasaan atas tanah dengan hak istimewa, yaitu tanah-tanah yang berstatus

Tanah Perdikan.

Menurut Selo Soemardjan, tanah perdikan adalah tanah yang diberikan kepada

seseorang oleh raja atau sultan dan mempunyai hak istimewa berupa pembebasan

pembayaran pajak tanah, karena jasa-jasa tertentu kepada raja atau sultan yang berkuasa

sebelum atau selama masa awal penjajahan. Pendiri/penerima tanah perdikan diangkat

sebagai kepala desa yang disebut Desa Perdikan dengan jabatan turun temurun. Para

kepala desa tersebut umumnya menguasai tanah yang relatifluas. Tanah yang dikerjakan

oleh para warga desa dianggap sebagai penyangkap atau penggarap bagi hasil.

Berlangsungnya eksistensi desa perdikan dengan hak istimewa dan luas dianggap tidak

sesuai dengan cita-cita demokrasi dan tidak berlandaskan keadilan yang merata

Maka dengan dasar yang tertuang dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1946,

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menyatakan tidak mengakui desa perdikan

beserta keiuarganya yang berkuasa atas semua hak istimewa tradisionalnya Dengan hal

tersebut maka desa-desa perdikan sudah tidak ada lagi, sehingga tanah yang berstatus



pembagian/redistribusi tanah. Tanah-tanah perdikan banyak terdapat di eks Karesidenan

Banyumas, Madiun dan Kediri.

Penegasan tanah bekas desa perdikan tersebut menjadi obyek landreform,

melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 75 /DJA/1981. Tindak lanjut dari

penegasan tersebut setelah diadakan redistribusi/pembagian tanah adalah pada tahun 1986

diadakan pendaftaran tanah obyek landreform (Bekas Desa Perdikan) melalui proyek

pertanahan hingga tahun 1996 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak

sebanyak 17 SK.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul : Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Tanah Perdikan Di

Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabnpatcn Magetan Propinsi J awa Timur

B. Permasalahan.

Institusi desa perdikan dalam masa kemerdekaan sudah dianggap telah

menciptakan kecemburuan sosial yang tinggi. Hal ini terletak pada penguasaan tanah yang

luas sehingga bertentangan dengan larangan batas minimum penguasaan tanah serta

semangat keadilan dalam penguasaan tanah.

Dengan hapusnya institusi desa perdikan tersebut, tanah yang dulunya dikuasai

oleh penerima tanah perdikan ( yang diangkat sebagai Kepala Desa Perdikan ) jatuh pada

negara, yang selanjumya ditegaskan lebih lanjut menjadi obyek landreform untuk diadakan

redistribusi/pembagian tanah.



penguasaannya, yaitu pemberiantanda bukti/Sertipikat Pemberiantanda bukti ini melalui

prosedur pemberian hak. Selain dengan pemberian tanda bukti tersebut, kegiatan

redistribusi adalah pemebrian bimbingan dan kredit usaha tani dalam usaha peningkatan

tarafhidup petani redistribusi dibidang pertanian.

Pemberian tanda bukti/Sertipikat ini sangat perlu, mengingat kekuatan hukum

yang kuat yang dimiliki tanda bukti tersebut Tetapi dalam kenyataannya pemberian tanda

bukti/Sertipikat tersebut sampai sekarang belum tuntas baik tanah yang telah diusulkan

untuk mnedapatkan tanda bukti tersebut maupun belum diusulkan. Hal ini disebabkan

adanyakendala-kendalayang harus dihadapi,yaitukendalayang datang dari dalamBadan

Pertanahan Nasional (Internal) dan dari masyarakat penerima redistribusi ( Ekstemal ).

Maka untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah dan kuat menurut hukum, kendala-

kendalatersebut harus dihadapi dandihilangkaa

C. Perumusan Masalah.

Dengan melihat latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka

penyusun membuat rumusan masalahsebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pendaftaran tanah dari redistribusi bekas tanah perdikan dan

faktor-faktor apakah yangmenghambat proses pendaftarannya ?

2. Apakah penggunaan tanah di bekas tanah perdikan tersebut sesuai dengan penggunaan

awalnya (Pertanian) ?.



D. Pembatasan Masalah.

Agar Penulisan tidak menyimpang dari rumusan permasalahan dan tujuan
penulisan ini, makapenulis membatasi masalah pada:
1. Sejauh manahasil pendaftaran tanah dari redistribusi tanah bekas tanah perdikan.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut khusus pada

pendaftaran yang belum terselesaikan dan penerima tanah redistribusi yang belum
mendaftarkan haknya

3. Penggunaan tanah di bekas tanah perdikan di Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan

Kabupaten Magetan.

E. Tnjuan dan Kegunaan PeneHtian

J. Tujuan Penelitian

a Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan pendaftaran tanah bekas tanah
perdikan dan faktor yang menghambat pelaksanaannya

h Untuk mengetahui penggunaan tanah di bekas tanah perdikan dan perubahannya

2. Kegunaan Penelitian

a Sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pertanahan dan acuan untuk meningkatkan mutu

pelayanan dan mutu birokrasi.

b. Untuk dasar dalam penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam tentang permaslahan

redistribusi dan sejarah Eks Tanah/DesaPerdikan



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah mengalami hambatan, hal ini ditandai dengan masih

adanya Uang Pemasukan dan biaya adminstrasi yang belum dibayarkan oleh

penerimatanah redistribusi, sehingga sertipikat yang tidak keluar.

2. Kendala yang dapat dilihat adalah:

* A. Kendala dilihat dari Ekstemal PenerimaTanah Redsitribusi Yaitu :

1.' Adanya kelalaian oleh masyarakat penerima tanah redistribusi terhadap Surat

Keputusan Pemberian Hak, sehingga banyak yang hilang dan masyarakat

enggan untuk mengurusnya

2. Adanya indikasi kebingungan masyarakat mengenai kemana harus

membayaraya, sehingga banyak dari mereka yang membayamya ke pihak lain

selain petugas BPN akibatnya dana untuk pembayaran membeku, akibatnya

timbul presedenburuk.

3. Adanya indikasi keyakinan dari masyarakat bahwa Surat Keputusan Pemberian

Hak tersebut telah cukup menjadi bukti penguasaan tanah olehnya, sehingga

tidak diperlukan lagi sertipikat

4. Adanya indikasi ktidaktahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran selain

kepada petugas BPN yang datang ke Desa, sedangkan jarak ke desa dan Kantor
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B. Kendala dilihat dari internal Kantor Pertanahan, yaitu:

Hal ini teriihat dengan adanya proses pensertipikatan yang terhenti dengan alasan

masih adanya kekurangan administrasi dari penerima sebagai kelengkapan berkas
permohonan pensertipikatan tanah tersebut, sehingga Kantor Pertanahan sulit untuk
memproses lebih lanjut

3. Terhadap pembahan penggunaan tanali pada waktu diadakan redistribusi pertama
kali yaitu tahun 1981 hingga tahun 2000 tidak mengalami pembahan yang besar.
Perubahan tersebut masih teriihat wajar sehingga tidak semua tanah obyek
redistribusi bembah penggunaannya Pembahan terbesar terjadi pada penggunaan

tanah tegalan menjadi hutan rakyat Hutan rakyat ini merupakan program Pemerintah
Kabupaten Magetan dalam upaya peningkatan pendapatan dengan liasil kayu hutan

rakyat tersebut

B. Saran

Terhadap masalah tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran

sebagaiberikut:

1. Perlu upaya peningkatan pendapatan petani dengan pemberian kredit untuk
pembelian pupuk ataupun bantuan ternak yang saat ini masih dikeluhkan petani di
Desa Giripumo, walaupun upaya tersebut ada yaitu dengan program hutan rakyat

namun dirasa memerlukan waktu yang cukup lama

2. Terhadap indikasi yang kurang baik dari penerima tanah redistribusi karena
knrancnva oencetahuan mereka sebagai akibat kurangnya informal, maka
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diperlukan proses sosialisasi yang lebih banyak melalui penyuluhan yang cukup

rutin.

3. Terhadap masalah-masalah seperti membekunya dana dan hilangnya SK Pemberian

Hak, maka perlu pendekatan secara persuasif terhadap perangkat desa agar tidak

menunda pembayaran dari dana yang telah disetorkan penerima Sedangkan SK

Pemberian Hak yang hilang perlu dicarikan jalan keluar seperti pemberian salinan

terbaru ataupun dengan hanya memberikan salinannya sedang yang asli disimpan di

Kantor Pertanahan.

4. Perlu kejelasan tentang teknik pembayaran agar lebih terarah dan terjamin seperti

penetapan petugas sebagai perantara pembayaran kepada kas negara dengan jadwal

mtin datang ke Desa

5. Pembahan penggunaan tanah belum pada taraf yang mengkhawatirkan, tetapi dalam

survay ke lapang penulis melihat masih adanya tanah tegalan yang kurang

dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan upaya pemanfaatannya dengan

tanaman yang cocok seperti kelapa atau mangga Disamping itu pemanfaatan tanah

dengan program hutan rakyat perlu ditingkatkan dengan pembinaan dari Pemerintah

sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.
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